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Abstract

Land is one of the important factors in the lives of every community. In
addition to food and clothing, humans also need land that is intended as a
place to live or as a place of business for the sustainability of their lives. In
order to provide certainty and legal protection for land owners, they must
have a land certificate to guarantee land ownership. Land that is used as a
place to live or business, it is better if the initial Building Use Rights
certificate is upgraded to Ownership Rights. This is intended so that land
Kata Kunci: owners whose status is still Building Use Rights can have definite legal force
. and be protected by law if something unwanted happens in the future. The
Peningkatan Hak procedure for Upgrading Building Use Rights to Ownership Rights has been
Hak qu}a Bangunan regulated in Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UU
Hak Milik PA). PP RI Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land
Rights, Status of Flats and Land Registration, has revoked provisions that
are no longer related to and are not in accordance with the Law, including

PP RI Number 40 of 1996 concerning HGU, HGB, Land Use Rights.

Abstrak

Tanah merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan setiap
masyarakat. Selain sandang pangan, manusia juga membutuhkan adanya
tanah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal mereka maupun sebagai
tempat usaha bagi keberlangsungan kehidupan mereka. Untuk dapat
memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemilik tanah
harus memiliki sertifikat tanah untuk menjamin kepemilikan tanah. Tanah
yang digunakan sebagai tempat tinggal atau usaha baiknya yang mulanya
bersertifikat Hak Guna Bangunan dilakukan peningkatan menjadi Hak Milik.
Hal ini diperuntukkan agar para pemilik tanah yang statusnya masih Hak
Guna Bangunan dapat memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dilindungi
oleh hukum jika ke depannya terjadi hal yang tidak di inginkan. Dalam
prosedur Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik sudah di atur
dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria (UU PA). PP RI Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan,
Hak atas Tanah, Status Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, telah mencabut
ketentuan yang sudah tidak berhubungan dengan lagi dan tidak sesuai
berdasarkan UU, di antaranya PP RI Nomor 40 tahun 1996 Tentang HGU
,HGB, Hak Pakai atas Tanah.
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1. PENDAHULUAN

Dalam Pasal33 UUD 1945 menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah suatu kesatuan tanah
air bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam halini termasuk air, bumi, dan ruang angkasa termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat
Indonesia. Sejak lahirnya UUPA maka terjadiperubahan fundamental terhadap hukum agraria di Indonesia
yaitu terwujudnya suatu keseragaman hukum tanah nasional(Abdul, 2021). Perubahan tersebut bersifat
mendasaratau fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, konsepsi yang mendasar,
maupun isinya harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhipula keperluannya yang
sesuaidengan permintaan zaman.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat menyebabkan para pemegang Hak Guna Bangunan merasa
perlu untuk meningkatkan status atas tanahnya menjadi hak milik terutama untuk tempat tinggal. Menurut
para ahli hak guna bangunan yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah
yangbukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun(Kurmniawan et al., 2021). Selain atas
tanah yang dikuasai negara, hak guna bangunan dapat pula diberikan atas hak tanah milik seseorang. Hak
guna bangunan adalah hak miliki untuk mendirikan dan mempunyaibangunan-bangunan atas tanah yang
bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan 20 tahun
serta dapa beralih dan dialihkan kepada pihak lain untuk dijadikan jaminan hutang bebani hak tanggungan.

Hal tersebut merupakan salah satu persyaratan yangpaling utama dan wajib untuk diikuti oleh pemilik
bangunan-bangunan yangada diatas tanah milik oranglain yang masa waktunya sudah hampir habis atau
masa mereka tidak melakukan perpanjangan terhadap bangunan yang sedang ditempati, hal itu bisa menjadi
salah satukasustentang sengketa tanah dalam Hak Guna Bangunan jika memiliki bangunan yang berdiri di
atas tanah milik orang lain tidak se-segera mungkin untuk melakukan perpanjangan atau membeli tanah
orang yangmenjadikan bangunannya berdiri kokoh selama beberapa puluh tahun lamanya (Karenina & Agus
Setyono,2021). Namun haltersebut memangterkadangdilupakan oleh beberapa orang dan menganggap hal
tersebut hanya persyaratan belaka dan tidak ada konsekuensi hukum yang mengaturnya, karena mereka
merasa bahwasanya jika sudah mendirikan bangunan diatastanah milik orang lain tanpa ada surat Hak Guna
Bangunan serta Hak Milik maka bangunan tersebut bukan dimiliki oleh orang yang membangun bangunan
tersebut namun sudah menjadi salah satu kasus yang menyangkut UUPA dan menjadi bangunan sengketa
atas perselisihan yang dilakukan(Aziz et al., 2023).

Dari penjelasan singkat di atasbisa kita katakan bahwasanya Hak Guna Bangunan dan Hak Milik dari
bangunan merupakan salah satu elemen terpenting dalam berusaha yang mendirikan bangunan di atas tanah
orang dan lebih dari 30 tahun, hal itu dikarenakan tanah tersebut masih milik orang lain sehingga setiap apa
pun yang terjadi dan menyangkut permasalahan yang ada di daerah tersebut maka tanah yangdijadikan
pijakan bagi bangunan tersebut akan terkena imbasnya juga. Oleh karena itu dari penelitian yang berjudul
“Motivasi Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Masyarakat
Bangkalan” menjadisalah satu topik utama dalam pembahasan ini serta fokus dan gap penelitian masalah
yangakan dibahasoleh peneliti yaitu tentangpentingnya peningkatan hak guna bangunan menjadihak milik
kepada masyarakat Bangkalan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan kali ini adalah metode penelitian Yuridis
Normatif atau yangbiasa disebut dengan penelitian perpustakaan karena erat hubungannya dengan kajian
pustaka. Dalam penelitian normatif erat kaitannya dengan kajian pustaka. Penelitian ini adalah Undang-
Undang No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 18
Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

3. PEMBAHASAN

Hak Guna Bangunan ( HGB ) adalah hak yang digunakan untuk dapat memiliki dan mendirikan
bangunan diatastanah milik negara yangtelah disewa, dengan jangka waktu tertentu. Hak Guna Bangunan
adalah hak yang dapat dimohonkan oleh badan hukum, Pemegang Hak Guna Bangunan ( HGB ) akan
diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan ( HGB ) sebagai bukti kepemilikan. Sertifikat ini sendiri di terbitkan
oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN )(Kumiatiet al., 2021). Hak Guna Bangunan (HGB ) dapat diubah
menjadi Hak Milik dengan cara mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional ( BPN ). Menurut
G. Kartasapoetra, Hak Guna Bangunan yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyaibangunan-bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Selain atas tanah yang di
kuasaioleh negara, Hak Guna Bangunan dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang.
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A. Prinsip Hukum Kepemilikan Yang Berstatus Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan salah satu bentuk hak atastanah dilndonesia yangmemberikan
wewenang kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Prinsip hukum kepemilikan
dengan status HGB ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
(UUPA) serta peraturan-peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Hak Pengelolaan,Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Penda ftaran Tanah. Pada dasarnya, HGB dapat
diberikan di atas tanah yang dimiliki oleh negara, tanah yang dikelola oleh pihak tertentu berdasarkan Hak
Pengelolaan, atau tanah milik individu ataubadan hukum melaluikesepakatan dengan pemilik tanah tersebut.
Namun, kepemilikan HGB memiliki batasan waktu yang spesifik. Untuk tanah negara atau tanah Hak
Pengelolaan, jangka waktu HGB dapat diberikan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun
lagi, sesuai permohonan dan persyaratan hukum yang berlaku. Setelah masa perpanjangan berakhir, HGB
dapat diperbaharui dengan proses administratif tertentu(Lukas et al., n.d.).

Prinsip hukum HGB berakarpada tujuan pengaturan tanah dilndonesia, yaitu memastikan pemanfaatan
tanah sesuaidengan asaskemanfaatan, keadilan,dan kepastian hukum. Pemegang HGB memiliki kewajiban
untuk menggunakan tanah sesuaiperuntukannya dan tunduk pada rencana tata ruang yangtelah ditetapkan
oleh pemerintah. Misalnya, tanah dengan HGB yang digunakan untuk perumahan atau perkantoran tidak
boleh dialihfungsikan menjadi lahan industri tanpa izin. Selain itu, status HGB hanya dapat dimiliki oleh
Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia (Allang, 2023). Oleh karena itu, badan hukum asing atau individu
berkewarganegaraan asingtidak memiliki hak langsung atas HGB, kecuali dalam bentuk kerja sama dengan
badan hukum lokal yang sesuai.

Pada sisi lain, meskipun pemegang HGB memiliki wewenang untuk mengelola tanah dan mendirikan
bangunandiatasnya, kepemilikan tanah tetap berada ditangan pemilik asaltanah, yaitu negara, pemegang
Hak Pengelolaan, atau individu. Ketika HGB berakhir, hak atastanah dan bangunan diatasnyaakan kembali
ke pemilik asal, kecuali dilakukan perpanjangan atau pembaharuan. Kepastian hukum terkait HGB dijamin
melalui pendaftaran tanah, dimana setiap hak yangdiberikan akan dicatat diKantor Pertanahan setempat dan
diberikan sertifikat sebagai bukti otentik kepemilikan hak tersebut. Prinsip pendaftaran ini penting untuk
mencegah sengketa tanah dan memberikan perlindungan hukum bagipemegang HGB (Supriyadi et al., 2020).

Secara naratif, prinsip hukum kepemilikan HGB mencerminkan keseimbangan antara hak penggunaan
tanah oleh individu atau badan hukum dengan kewajiban mempertahankan fungsi sosial tanah tersebut. HGB
menawarkan fleksibilitas bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk memanfaatkan tanah tanpa harus memiliki
tanah secara penuh, sembaritetap menjaga kontrolnegara atas pengelolaan tanah demikepentingan nasional.
Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kepastian hukum
tidak dapat dipisahkan darihukum, terutama dalam norma yang bersifat tertulis, karena hukum adalah suatu
bentuk dari kejelasan suatu norma sehingga dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat supaya tidak
menimbulkan salah tafsir.

Hak atastanah merupakan hak penguasaan atas tanah yangberisikan serangkaian wewenang, kewajiban
dan/atau larangan bagipemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenaitanah yang dihaki. Sesuatu yang
boleh, wajib atau dilaranguntuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria
atau tolok pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Hak
perseorangan atastanah merupakan hak atas tanah yakniatas hak individual yang secara langsung ataupun
tidak langsung bersumberkepada hak bangsa, hak atas tanah ditentukan berdasarkan pasal 16 UUPA, yaitu
(Rizkianti & Hutabarat,2023):

(a) Hak-hak atastanah yangdapat dipunyaioleh perseorangan itu meliputi :

Hak Milik

Hak Guna Usaha

Hak Guna Bangunan

Hak Pakai

Hak Sewa

Hak Membuka Tanah

Hak Memungut Hasil Hutan

Hak-hak lain termasuk dalam hak-hak tersebut diatas akan ditetapkan dengan Undang-Undang
Hak-hak yangsifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

o

R

(b) Hak-hak atas air dan ruangangkasa sebagaiyang dimaksud dalam Pasal4 Ayat 3 UUPA adalah :
a. Hak Guna Air
b. Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan
c. Hak Guna Ruang Angkasa
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Dari uraian penjelasan di atas, yang dijadikan sebagai prinsip utama dalam suatu kepemilikan tanah
yang berstatus HGB yaitu prinsip nasionalitas. dalam Pasal 1 UUPA yang mengatur bahwa (Sappe et al,,
2021):

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah airdariseluruh Rakyat Indonesia yang bersatu sebagai
bangsa Indonesia.

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam
wilayah Republik Indonesia, sebagaikarunia Tuhan YangMaha Esa adalah bumi,air danruang angkasa
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini
adalah hubungan yangbersifat abadi.

B. Prosedur Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik
Hak Guna Bangunan berdasarkan Pasal 35 ayat 1 UUPA, yang menyatakan bahwa “HGB merupakan
suatu hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan terhadap tanah yang bukan menjadi miliknya
sendiri/pribadi dan memiliki batas waktu palinglama 30 tahun. Sedangkan yang dapat memiliki Hak Guna
Bangunan menurut Pasal36 ayat 1 UUPA yaitu WNI dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum
positif di Indonesia dan bertempat tinggal/menduduki wilayah diIndonesia (Ipteks & Meningkatkan,2023).
(a) Peningkatan hak harus dilakukan untuk meningkatkan statusnya sebagaibentuk pemenuhan hak atas
tanah yang mutlak.
Ada dua proses yangharusdi lakukan dalam proses peningkatan status HGB dan/atau Hak Pakai
yaitu(Kresna Purnama et al.,, 2021): Melepaskan HGB dan/atau Hak Pakaidari pemegang asal kepada
negara sampaimenjaditanah milik negara

(b) Pemberian status Hak Milik atas tanah negara dari pemerintah kepada mantan pemegang HGB/Hak
Pakai.

HGB dan/atau Hak Pakai umumnya hanya digunakan untuk rumah tinggal, perkantoran dan
perdagangan,seperti Hak Milik, HGB, dan Hak Pakaijuga dapat diwariskan atau dibebankan oleh Hak
Tanggungan (untuk dijadikan agunan bagi peminjam uang) dan dapat diperjual belikan dan/atau di
alihkan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik diatur dalam Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas
Tanah Untuk Rumah Tinggal (Winantiet al,,2021), menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakaiatas Tanah yang dipunyaioleh WNI sebagairumah untuk tempat tinggal dengan berbagai syarat-
syarat yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Pasal 3 ayat 1.

Hak milik merupakan hak paling tinggi yang di atur oleh UUPA, oleh karena itu peningkatan HGB
menjadi Hak Milik ini dianjurkan oleh Undang-undang. Permohonan atas perubahan Hak Milik boleh
dilakukan jika tanah itu sudah menjaditanah milik negara. Tanah milik negara dibedakan menjadi dua
macam yaitu sebagaiberikut(Widjaja et al., 2021):

(1) Tanah negara yang bersifat bebas
Masyarakat dapat secara langsung melakukan permohonan kepada negara dan/atau pemerintah
melalui prosedur yang lebih singkat daripada prosedurterhadap tanah negara yang tidak bebas. Hal
tersebut disebabkan karena tanah bebas adalah tanah negara yang langsung berada dalam
pengawasan dan penguasaan negara itu sendiri, dan diatas tanah itu tidak boleh terdapat hak yang
dimiliki oleh pihak lain selain Negara.

(2) Tanah negara yang bersifat tidak bebas
Permohonan tanah yang bersifat tidak bebas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan
permohonan kepada negara menjaditanah hak milik jika pemegang telah mendapatkan izin dan
membebaskan hak-hak atas tanah yang berbeda ditanah negara itu seperti HGB maupun Hak
Pakai(Sariwati & Anggriawan, 2022).

Prosedur dalam Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dapat dilakukan dengan melalui
beberapa prosedur yakni:
(1) Mengurus surat izin mendirikan bangunan dikantor IMB (Izin Mendirikan Bangunan ).
(2) Kemudian didaftarkan pada kantor BPN dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan yaitu:
a. FotokopiKartu Keluarga
b. Fotokopi KTP ( atas nama sertifikat )
c. Fotokopi SPPT PBB ( Surat Pemberitahuan Pajak Terutang bagi Pajak Bumidan Bangunan ) yang
sedangberjalan
. Sertifikat HGB Asli - Foto rumah
e. FotokopiIMB (Izin Mendirikan Bangunan )
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f.  Surat Kuasa (jika dikuasakan)
g Surat persetujuan dari kreditur (jika dibebani dengan hak tanggungan )

Dalam mengurus Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dapat dilakukan melalui kantor
PPAT maupun mengurus sendiri pada kantor BPN dengan prosedur sebagai berikut(Putra, 2021):
(1) Menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
(2) Mendatangi kantor BPN (Badan Pertahanan Nasional) sesuai dengan domisili
(3) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan
(4) Membayarbiaya pendaftaran
(5) Menunggu prosedur selama 5 (lima ) hari kerja
(6) Mengambil SHM (Sertifikat Hak Milik) pada loket pelayanan.

Ada beberapa keuntungan dari Peningkatan Hak atas Tanah dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak

Milik, yaitu :

(a) Kepemilikan yang sah SHM merupakan bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah atau property.

(b) Kepastian hukum SHM lebih tinggi daripada SHGB.

(c) Property atau tanah dengan Sertifikat Hak Milik memilikinilai jual yang lebih tinggi di bandingkan
dengan properti atau tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan.

(d) SHM memberikan fleksibilitas yanglebih besar untuk menggunakan, menembangkan, dan mengalihkan
tanah atau properti.

(¢) SHM tidak memiliki jangka waktu tertentu sehingga dapat di wariskan.

(f) SHM lebih mudah untuk dijadikan jaminan perbankan, sebab tidak memiliki jangka waktu tertentu
seperti SHGB.

(g) SHM dapat meminimalisir potensi konflik dan sengketa kepemilikan tanah.

(h) SHM lebih mudah dalam proses jual belitanah atau properti.

(1) Pemilik SHM tidak perlu membayar biaya sewa atau penggunaan tanah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Peningkatan Hak atas Tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dapat memberikan
kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, sebab Hak Milik merupakan hak yang paling tinggi atas tanah
dibandingkan dengan hak atastanah yanglain. selain itu Hak Milik juga memiliki nilai jual yang lebih tinggi
dibandingkan dengan hak atastanah yang lain. peningkatan Hak atas Tanah dari Hak Guna Bangunan
menjadi Hak Milik dapat dilakukan sendiri tanpa harus menggunakan bantuan notaris dengan membawa
syarat-syarat yang dibutuhkan langsung ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) sesuai dengan domisili para
pihak yang bersangkutan.
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